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DRAFT 
PERJANJIAN  KERJASAMA
ANTARA
DEPUTI KOMISIONER EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN
DEPUTI  BIDANG  PENGARUSUTAMAAN GENDER  BIDANG  EKONOMI 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  DAN PERLINDUNGAN ANAK
 
	 NOMOR: 
	

	 NOMOR: 
	


TENTANG
EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, LAKI-LAKI DAN ANAK  
DI SEKTOR JASA KEUANGAN 
Pada hari ini, ………….., tanggal ......, bulan .... tahun Dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:
	1.
	SRI RAHAYU WIDODO
	:
	Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan, yang berkedudukan di Menara Radius Prawiro Lt. 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 2  Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



	2.
	SULIKANTI AGUSNI
	:
	Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam perlindungan konsumen dan masyarakat dan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dalam Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; 
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan  kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor PRJ/05/007/2013; Nomor 08/MPP-PA/07/2013 tentang Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan bagi Perempuan dan Anak;
d. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu adanya sinergi kegiatan yang dituangkan kedalam  Perjanjian Kerjasama antara Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan dan Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang dalam memfasilitasi Edukasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak di sektor jasa keuangan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK  sepakat untuk melakukan kerjasama  dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal pasal  di bawah ini: 
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG, adalah stratgi nasional yang dibangun dengan mengintegrasikan perspektif gender  untuk memberi  keadilan dan kesetaraan bagi semua unsur masyarakat (a.l. perempuan, laki-laki dan anak)) dalam memperoleh akses/ manfaat dari serta berpartisipasi  dalam program/kegiatan pembangunan: dalam hal ini berkaitan dengan  kegiatan memfasilitasi edukasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak disektor jasa keuangan ( di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya).
 dalam memperoleh adalah adalah strategi nasional  yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, dan program/ kegiatan pembangunan. nasional. 
3. Literasi Keuangan merujuk pada serangkaian pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan keyakinan (confidence) seseorang ( perempuan, laki-laki dan anak) dalam mengambil keputusan yang efektif berkaitan dengan sumber daya keuangan; sehingga mereka mendapat informasi yang cukup dan mampu mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik.
adalah rangkaian proses atau aktivitas, untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge),  keterampilan (skill) dan keyakinan (confidence) konsumen dan masyarakat luas perempuan, laki-laki dan anak sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik.
4. Edukasi adalah aktivitas
 untuk meningkatkan pengetahuan,  dan keterampilan,  wawasan serta kepercayaan  kepada (calon) konsumen (perempuan, laki-laki dan anak) di sektor keuangan sehingga mereka mampu mengelola keuangannya dengan baik dan mampu mengambil keputusan untuk berinvestasi.

5. Konsumen  adalah pihak-pihak (laki-laki, perempuan, anak) yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada  (perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun.  berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
6. Perlindungan Konsumen adalah segala  upaya yang  bagi  Konsumen Sektor Jasa Keuangan untuk  mencegahan kerugian; bisa  konsumen Keuangan berupa undang-undang, peraturan, dan kelembagaan yang melindungi konsumen di pasar keuangan. Disosialisasikan    perempuan dan anak antara lain yang meliputi  melalui pemberian informasi dan edukasi kepada perempuan dana anak atas termasuk yang berkaitan dengan karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.

7. Anak yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini dibatasi pada anak yang berusia  7 tahun sampai dengan 18 tahun.
8. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah tindakan pencegahan kerugian perempuan dan anak yang meliputi pemberian informasi dan edukasi kepada perempuan dana anak atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
9. Data Terpilah adalah data dipilah menurut jenis kelamin yang diperlukan untuk melakukan analisis  gender dalam rangka  mengidentifikasikan status dan kondisi perempuan dan laki-laki disektor Jasa Keuangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi  perbedaan antara keduanya  dalam memperoleh  akses dan manfaat dari Sektor Jasa Keuangan.   
seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan social budaya dan kekerasan.(Permen PP-PA No. 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak). 
BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1. Maksud 
Perjanjian Kerjasama ini adalah para pihak melakukan fasilitasi Edukasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak di sektor jasa keuangan yang responsive terhadap isu gender (responsive terhadap kebutuhan kesulitan sebagai perempuan, sebagai laki-laki dan anak)  . untuk menguatkan dan memfasilitasi kelembagaan di sektor jasa keuangan dalam pemberdayaan perempuan, laki-laki dan anak melalui edukasi keuangan dan perlindungan perempuan dan anak 
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
a. Melalui edukasi berperspektif gender bertujuan meningkatkan kesadaran  dan pemahaman  calon) konsumen perempuan, laki-laki dan anak  tentang Sektor Jasa Keuangan termasuk dalam memperoleh  akses dan manaat serta ikut berpartisipasi. tentang perlunya melaksanakan pengarusutamaan gender agar perempuan, laki-laki dan anak dapat memperoleh akses partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktifitas di sektor jasa keuangan
b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan, laki-laki dan anak dalam pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan jasa keuangan yang tepat sehingga terlindungi dari cara-cara investasi yang tidak benar;
c. membuat indeks literasi keuangan perempuan, laki-laki, dan anak yang diterbitkan secara berkala/per tahun
.
BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi 

a. advokasi  PUG kepada PIHAK KESATU ;
b. capacity building tentang PUG kepada PIHAK KESATU;
c. fasilitasi penyusunan pedoman umum data terpilah bagi PIHAK KESATU;
d. edukasi keuangan kepada pelaku industri rumahan (sektor informal);
e. membuat mengembangkan  data terpilah menurut jenis kelamin, umur, status sosial-ekonomi desa-kota;
f. mengembangkan indeks literasi keuangan di sektor jasa keuangan secara terpilah baik perempuan, laki-laki, dan anak yang diterbitkan secara berkala;
g. memberikan masukan  PIHAK KESATU tentang instrument monitoring dan evaluasi literasi keuangan yang responsif gender . 
BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4
(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan bagi pelaksanaan advokasi  dan sosialisasi PUG;
b. Bersama PIHAK KEDUA menyediakan data indeks literasi keuangan yang terpilah; 
c. melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap lembaga jasa keuangan dalam pengembangan data terpilah; 
d. menyediakan panduan umum penyusunan data terpilah di sektor jasa keuangan;  
e. memberikan  informasi dan edukasi kepada perempuan, laki-laki, dan anak atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
;
f. meminta kepada lembaga jasa keuangan untuk menyediakan data dalam pencatatan dan pelaporan serta analisa data secara terpilah; 
(2) PIHAK KEDUA  mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyediakan tenaga ahli dan fasilitator dalam rangka advokasi dan sosialisasi PUG
;
b. melakukan capacity building tentang PUG;
c. memfasilitasi penyusunan Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah bagi PIHAK KESATU
;
d. memfasilitasi penyusunan Financial Literacy Index perempuan dan laki-laki;
e. menyediakan tenaga ahli untuk sosialisasi pentingnya pengumpulan data terpilah. 
f. Membantu memberikan masukan terkait dengan penyiapan  kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender  di sektor jasa keuangan;
g. memberikan masukan tentang instrumen monitoring dan evaluasi literasi keuangan yang responsive gender. 
(3) PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:

melakukan penyusunan data indeks literasi keuangan secara terpilah. 
BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 5
(1).Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KESATU menunjuk:

a. Direktur Informasi dan Edukasi; 
b. Direktur Pelayanan Konsumen; 

c. Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen;

d. Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen. 

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA menunjuk:

Asisten Deputi Gender dalam Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Industri dan Perdagangan; 

BAB. VI

KOORDINASI

Pasal 6

(1) Dalam rangka melakukan koordinasi, PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Selain pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinasi dapat dilakukan secara tertulis  yang dapat diserahkan langsung atau dikirim dengan faksimili atau komunikasi elektronik lainnya dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU: 
di Menara Radius Prawiro Lt. 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 2  Jakarta Pusat,
PIHAK KEDUA:

di Lantai 4, Kementerian Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat,
BAB VII
MASA BERLAKU
Pasal 7
(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini. 
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8
Seluruh  biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama  ini akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
Setiap perubahan atau penambahan di dalam Perjanjian Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
BAB X

PENUTUP
Pasal 10
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli. Masing-masing bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

	PIHAK KEDUA,
SULIKANTI  AGUSNI 

	PIHAK KESATU,

SRI  RAHAYU  WIDODO


�Pilih mau pakai kata aktivitas atau kegiatan. Tapi harus  consistent


� Maksud adalah sesuatu yang ingin dicapai


Tujuan adalah cara untuk mencapainya


� Apakah ini aktivitas bersama antara MOWE dan OJK??


� Saya belum jelas tentang Tugas dan Tanggung Jawab  masing-masing pihak.  Saya memperjelas diriku begini: 


Pihak KESATU domeinnya adalah Gender; PIHAK KEDUA  domeinya adalah Financial.


  Jadi mengapa PIHAK KEDUA mempynyai tugas  dan tanggung jawab:  menyediakan tenaga ahli dan fasilitator dalam rangka advokasi dan sosialisasi PUG???? Melakukan capacity building tentang PUG. 





�Sebaiknya ini dilakukan bersama-sama Pijak Kedua


�Bukankah PUG itu sudah masuk pada materi Edukasi???


�Siapa membuat PEDOMAN UMUM??? 





